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ANDI INDRIANI RATNASARI. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap 
Pelanggaran Hak Pejalan Kaki oleh Pengendara Kendaraan di Jalan 
Raya Kota Makassar dibimbing oleh A.Pangerang Moenta dan Hasbir 
Paserangi. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) perlindungan hak bagi 
pejalan kaki di Kota Makasar (2) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemenuhan hak pejalan kaki di Kota Makassar (3) 
mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak 
pejalan kaki oleh pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. Sumber 
data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui kepustakaan 
berupa buku-buku, literatur-literatur, dan sumber lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk 
menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan pihak kepolisian dan 
kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat 
mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan empiris yang bersifat sosiologi hukum yaitu cara pendekatan 
berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai 
dengan fakta-fakta yang ada. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain bahwa 
perlindungan hak-hak pejalan kaki yang diatur dalam Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor struktural/fasilitas, 
faktor penegakan hukum, dan faktor manusia. Dampak dari pelanggaran 
hak pejalan kaki yaitu pertama menjadi salahsatu penyebab terjadinya 
kecelakaan lalu lintas, kedua mendorong masyarakat Kota Makassar 
untuk segera memiliki kendaraan pribadi, dan yang ketiga yaitu 
menciptakan keadaan kota yang tidak terkendali dan menyebabkan 
fasilitas-fasilitas pejalan kaki menjadi rusak karena tidak dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 






ANDIINDRIANIRATNASARI. Study Sociology of Law Against 
Infringement Walking by motorists on Highway Vehicles Makassar guided 
by A.Pangerang Moenta and Hasbir Paserangi. 
This study aims to determine (1) the protection of pedestrians in the 
city of Makassar (2) determine the factors that affect the fulfillment of the 
right of pedestrians in the city of Makassar (3) determine the effects arising 
from the infringement of pedestrians by drivers of vehicles on the road 
highway Makassar. 
This study was conducted in Polrestabes Makassar. Sources of 
data are explored in this study, among others, through the library in the 
form of books, literature, and other resources related to the problems 
studied. Data collection techniques used is literature which is a reference 
for analyzing the results of the research, interviews with the police and the 
questionnaire used to obtain information that is as accurate as possible. 
The approach used in this study is an empirical approach that is sociology 
of law which approach is based on the fact that there are in the community 
or in accordance with existing facts. 
The results obtained in this study, among others, that the protection 
of the rights of pedestrians are regulated in Law No. 22 Year 2009 
regarding Traffic and Road Transportation is not maximized. It is caused 
by several factors: structural factors / facilities, law enforcement factors, 
and human factors. The impact of the infringement: first pedestrian 
become one of the main causes of traffic accidents, both to encourage 
people of Makassar to immediately have a private vehicle, and the third is 
to create a state of uncontrolled city and causing pedestrian facilities be 
damaged because it is not used as should. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan mahluk sosial sehingga dalam kesehariannya 
selalu berhubungan dengan manusia-manusia lain. Karena seringnya 
terjadi interaksi antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang 
bersifat mengatur dan mengikat serta menimbulkan sanksi bagi siapapun 
yang melanggarnya. Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia 
yang terdapat dalam satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau 
menang sendiri dan lain-lain. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah 
ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai 
panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan 
diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati setiap aturan yang 
berlaku. Secara umum peraturan adalah sesuatu hal yang disepakati dan 
mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu 
tujuan dalam hidup bersama. 
Kota Makassar merupakan wilayah yang sangat berkembang di 
kawasan Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya lebih meningkat 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di kawasan Indonesia 
Timur lainnya. Pertambahan penduduk juga bertambah dari tahun ke 
tahun yakni mencapai 1,4 juta jiwa.1  




Berkembangnya kota besar seperti Kota Makassar tentunya 
mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota. Begitupun halnya 
dengan keadaan di lalu lintas jalan, tentunya volume kendaraan juga 
meningkat. Dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan 
menyebabkan terjadinya kemacetan sehingga mengakibatkan pengguna 
jalan terdorong untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran seperti 
mengambil jalur pejalan kaki seperti trotoar atau zebra cross  pada lampu 
merah atau traffict light. Dari data kepolisian pada tahun 2014 
menunjukkan tingginya angka pelanggaran Lalu lintas di Kota Makassar 
khususnya pelanggaran rambu-rambu Lalu lintas yaitu mencapai 1388 
kasus dengan jumlah keseluruhan pelanggaran yakni mencapai 3.180 
kasus.  
Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Pasal 106 menegaskan bahwa setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan 
pejalan kaki dan pesepeda. Namun peraturan tersebut tidak sepenuhnya 
diindahkan. Perilaku para pengendara yang semakin tidak terkontrol 
ketika berada di jalan raya mengakibatkan pengguna jalan yang lain 
merasa terganggu. Contoh kecil yang bisa kita lihat yaitu ketika berada di 
samping traffic light, saat lampunya berwarna merah yang berarti para 
pengendara harus berhenti. Disaat kendaraan berhenti, saat itu pula para 
pejalan kaki baru memperoleh kesempatan untuk menyeberang dengan 
tenang menggunakan zebra cross. Namun hal yang sering kita jumpai 
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adalah masih banyaknya pengendara yang berada tepat di atas zebra 
cross saat para pejalan kaki hendak menyeberang jalan. Tentu hal tesebut 
sangat mengganggu para pejalan kaki untuk menyeberang.  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di zebra cross sendiri seseorang diberi 
hak menyeberang dengan tenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 131 
ayat (2) yang menyatakan bahwa pejalan kaki berhak mendapatkan 
prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Namun 
hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dapat kita lihat ketika kita berada 
di jalan, sangat susah untuk seorang pejalan kaki yang ingin 
menyeberang di jalanan yang dipadati dengan kendaraan, sehingga ia 
harus menunggu dengan waktu yang cukup lama sampai kendaraan sepi 
untuk menyeberang. Padahal ia menyeberang di marka 
penyeberangan/zebra cross, tempat dimana ia memiliki hak yang diatur 
dalam Undang-Undang yaitu bahwa ketika seorang pejalan kaki sudah 
menginjakkan kaki di marka penyeberangan/zebra cross, maka kendaraan 
harus berhenti dan memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk 
menyeberang. Namun kenyataannya, kepedulian pengendara di kota 
Makassar untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk 
menyeberang pada umumnya rendah. Selalu saja kita melihat pengemudi 
makin memacu laju kendaraannya ketika melihat ada seseorang yang 
ingin menyeberang di marka penyeberangan/zebra cross. Sering pula kita 
lihat kendaraan (baik roda empat maupun roda dua) membunyikan 
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klaksonnya untuk meminta jalan kepada orang yang akan menyeberang 
seakan-akan kendaraan ingin mengusir para penyeberang di marka 
penyeberangan/zebra cross. 
Lain halnya di Kota Medan yang mendapat piala peringkat pertama 
Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori lalu lintas kota metropolitan pada 
tahun 2013 dan 2014. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah 
Kota Medan dinilai berhasil membangun dan mewujudkan budaya 
keamanan maupun keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta 
meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi perkotaan. 
Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu 
penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan penyebab 
lainnya yaitu fasilitas jalan yang kurang memadai. Fasilitas-fasilitas umum 
untuk pejalan kaki juga masih sangat minim. Hal tersebut bisa kita lihat 
ketika berada di jalan, sangat jarang dilihat adanya jembatan 
penyeberangan seperti di depan kampus, sekolah-sekolah, tempat ibadah 
dan lain-lain. Kondisi trotoar juga masih banyak yang kurang layak. Selain 
itu, penyediaan marka penyeberangan/zebra cross juga masih kurang di 
berbagai tempat yang dianggap perlu. 
Melihat kondisi tersebut, penulis ingin melakukan penelitian terkait 
masalah pelanggaran hak pejalan kaki di jalan raya Kota Makassar baik 
dari segi pengaturannya, faktor-faktor pemenuhan hak pejalan kaki 




B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah perlindungan hak bagi pejalan kaki di Kota 
Makassar? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak 
pejalan kaki di Kota Makassar? 
3. Bagaimanakah dampak dari pelanggaran hak pejalan kaki oleh 
pengendara kendaraan di jalan raya Kota Makassar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi 
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui perlindungan hak bagi pejalan kaki di kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan 
hak pejalan kaki di Kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari 
pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara kendaraan di 
Jalan raya Kota Makassar. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pemerintah mengenai dampak pelanggaran hak 
pejalan kaki di Jalan raya Kota Makassar. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 
kritikan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam melindungi 
hak pejalan kaki di jalan raya Kota Makassar. 
3. Sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat bagi pembaca yang 






A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 
terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi 
berasal dari kata social dan logos. Social dalam bahasa inggris artinya 
hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan logos yang 
artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara 
manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan 
timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. 
Berikut berbagai pandangan pakar mengenai sosiologi hukum. 
Menurut Achmad Ali, sosiologi hukum menekankan kajian pada law in 
action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, 
yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan 
pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.2 
Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya 
sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang 
hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan 
sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sosiologi hukum 
akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat 
terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas 
                                               




hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu 
keadaan tertentu, implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau 
kepatuhan individu terhadap aturan hukum.3 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu 
tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, 
realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif.4 
Juhaya S. Pradja, sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang 
akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap 
kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, 
tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (casuality) sehingga 
dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.5 
Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin 
ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena 
sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang 
sedang terjadi dan dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu 
pengetahuan murni (pure science) dan bukan merupakan ilmu 
pengetahuan terapan (applied science). 6 
Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi 
bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu: 
a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi; 
b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya; 
                                               
3 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm.30. 
4 Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, Hlm.11 
5 Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, Hlm.10. 
6 Soerjono Soekanto, Loc.cit., Hlm.17 
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c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial; 
d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota; 
e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat. 
Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu 
yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai 
perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang 
dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, 
lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam 
kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi 
cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi 
agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, 
termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat, misalnya living law atau hukum yang hidup, yakni hukum 
adat.7 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan 
ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aturan hukum.8 
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup 
suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan 
                                               
7 Beni Ahmad Saebani, Loc.cit., Hlm.12. 
8 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 22 
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memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang 
menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu 
yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. 
Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang 
berikut berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya. 
Menurut Achmad Ali, definisi hukum adalah:9 
‘’Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat 
sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) 
dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 






Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah menurut 
Achmad Ali adalah:10 
a) Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun 
dalam satu sistem; 
b) Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh warga masyarakat; 
c) Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan 
manusia sebagai individu; 
                                               
9 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30 
10 Ibid, hlm. 31 
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d) Kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun 
dari sumber lain, seperti otoritas Negara ataupun dari Tuhan 
(hukum agama); 
e) Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh 
masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan 
mereka. yakni sebagai living law; dan 
f) Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah 
hukum tersebut, dimana dipertahankan oleh otoritas tertinggi. 
Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu 
yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian 
itu, Satjipto Raharjo memberikan beberapa karakteristik studi secara 
sosiologis, sebagai berikut.11 
1.  Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam 
perbuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, ia juga 
mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing 
bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum 
berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar 
belakangnya.  Dengan demikian, mempelajari hukum secara 
sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang 
                                               
11 Yesmil Anwar, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Grasindo, Hlm. 112 
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hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang 
menyimpang dari hukum. 
2.  Sosiologi  hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical 
validity). Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana 
kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera 
dalam bunyi peraturan atau tidak. 
3.  Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi 
ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya. 
Alvin S. Johnson, mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah 
bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas 
sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan 
lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-
organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau 
kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur 
keruangan dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara 
demografis). Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan 
perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan pengertian intinya, 
pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada aat bersamaan 
mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan 
materi hukum). 12  
                                               
12 Alvin S. Johnson, 2004, Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 64 
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Untuk lebih memudahkan lagi dalam menelaah kajian sosiologi 
hukum, berikut karakteristik kajian sosiologi hukum menurut beberapa 
pakar: 
Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali adalah sebagai 
berikut. 13 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukum itu 
dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan 
dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik 
yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum 
tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan : mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang 
berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu 
memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi 
hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada 
‘’apa hukumnya’’ dan ‘’bagaimana penerapannya’’. Satjipto 
Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara 
pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative 
understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, 
serta efek tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari 
                                               
13 Zainuddin Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 8 
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sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam 
bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah 
laku yang dimaksud mempunyai dua segi yaitu ‘’luar’’ dan 
‘’dalam’’. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima 
tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga 
memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi 
motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku 
(hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara 
tingkah laku yang sesuai dengan hukum yang menyimpang. 
Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan 
penyelidikan ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini 
adalah ‘’apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi 
peraturan itu?’’ bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum 
itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis empiris 
atau sosiologi hukum. Pendekatan pertama menerima apa saja 
yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua 
senantiasa menguji dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek 
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pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari 
yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 
penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang 
demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah 
sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 
menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan 
bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan 
untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang 
nyata.  
Sementara itu, enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang 
dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut: 14 
1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual 
dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam 
mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains 
untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. 
Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar 
terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya 
membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang 
merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang 
                                               
14 Ahmad Ali, Op.cit., Hlm. 14 
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pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut 
serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu. 
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi efektif. 
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang 
doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa 
efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari 
masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. malahan hal 
itu menunjukkan kepada kita, bagaimana hukum dimasa lalu 
tumbuh di luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan 
psikologis. 
5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum 
secara wajar atau patut (equitable application of law), yaitu 
memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, 
yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana 
hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang 
dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan 
antara kebutuhan keadilan diantara pihak dengan alasan umum 
dari orang-orang pada umumnya. 
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.  
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Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: 15 
Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam 
kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui 
pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini soal penyusunan 
sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, 
menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya 
hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib 
sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah ‘’sebab-sebab 
sosial’’, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik 
dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab 
sosial yang lain.bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum 
dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. 
Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal 
penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-
pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal 
bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya 
dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah 
‘’sebab-sebab sosial’’, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak 
ditemukan, baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau 
sebab-sebab sosial yang lain.  
 
                                               
15 Ahmad Ali, 2009, Materi Lengkap Mata Kuliah Sosiologi Hukum (Menguak Tabir Sosiologi 
Hukum), Hlm. 34 
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Secara garis besar dapat diketahui bahwa objek utama dari kajian 
sosiologi hukum adalah sebagai berikut: 16 
1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black 
(1976:2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah 
khusus yang  berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum 
dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh 
pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap 
perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar 
keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itu, sosiologi hukum 
mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan 
sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah 
melalui alat Negara). 
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh 
sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu 
suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat 
sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah 
sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah 
hukum, kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, 
dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat 
menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi 
                                               
16 Ahmad Ali, Opcit, Hlm. 19 
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cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang 
mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan 
pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif. 
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu 
diketahui bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi 
hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep 
Hans Kelsen dengan grundnom teorinya, melainkan stratifikasi 
yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi 
sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. 
4. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan masyarakat, serta hubungan timbal balik di antara 
keduanya.  
Sementara itu, Saifullah mengemukakan bahwa mengkaji 
fenomena sosial tentang hukum jika dilihat dari berbagai sudut pandang 
akan memberikan penilaian yang berbeda, karena masing-masing orang 
akan memberikan multitafsir yang berbeda tehadap satu objek persoalan. 
Kekayaan penafsiran dalam bidang sosiologi hukum sesungguhnya tidak 
ada pedoman baku, selama format penafsiran tidak mengada-ada dan 
masih dapat diterima akal pikiran yang sehat (common sense). Dalam 
sosiologi hukum, orang diberikan rasa liberal yang tak terbatas, orang 
dapat menafsirkan secara sosiologis hasil pengamatannya terhadap objek 
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tertentu, tinggal bagaimana cara seseorang mengkomunikasikannya 
kepada orang lain. Namun dalam hal ini, pengertian liberalisasi dalam 
sosiologi hukum tidak dapat dimaknai ‘’bebas tanpa batas’’ tetapi 
kebebasan yang masih dipayungi oleh nilai etika keilmiahan serta nilai 
yuridis normatif. Artinya, sewaktu pengamat sosiologi hukum melakukan 
analisis kasus jangan sampai tidak menyentuh persoalan yuridis normatif 
karena terlalu asyik dengan bahasan sosiologis semata. 17 
Mempelajari sosiologi hukum sebagai suatu ilmu, dapat melihatnya 
dalam berbagai konteks seperti: perilaku (sikap), institusi (birokrasi), 
sistem sosial, nilai-nilai budaya, sistem politik dan kekuasaan, aspek 
perkembangan ekonomi, tuntutan kepastian dan keadilan hukum dan lain 
sebagainya, yang cirinya ditandai oleh suatu objek persoalan  yang di 
dalamnya terdapat ‘’implementasi yuridis’’. 
Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang 
dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat 
dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak 





                                               
17 Dr.Saifullah, S.H., M.Hum., 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Malang,: PT. Refika Aditama, 
Hlm. 6 
18 Soerjono Soekanto, Opcit, Hlm. 26 
21 
 
B. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 
1. Kesadaran Hukum 
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 
dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang 
terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan 
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai 
individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat 
dalam hukum.19  
Masalah kesadaran hukum merupakan salah satu objek kajian 
yang penting bagi sosiologi hukum. Sering disebutkan bahwa hukum 
haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum 
tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, 
hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum 
manusia. 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:20 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ‘ketaatan hukum’. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaatan hukum’. 
                                               
19 Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 197. 
20 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: 
Kencana, hlm. 298. 
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Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang 
kesadaran hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut 
kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran 
hukum warga masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya kesadaran 
hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat.21 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga 
masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 
masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. 
Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum 
yaitu:22 
1) Pengetahuan tentang hukum; 
2) Pemahaman tentang hukum; 
3) Sikap terhadap hukum; dan 
4) Perilaku hukum. 
Seringkali diasumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya 
dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel 
bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variabel tergantung.23 
Sangat berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan 
bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang 
                                               
21 Soerjono Soekanto, opcit, Hlm. 209 
22 Achmad Ali, Loc.cit, Hlm. 301. 
23 Soerjono Soekanto, Opcit, Hlm. 208. 
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berbeda meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis 
sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya 
pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.24 
Intinya kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat 
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu dapat 
diketahui, dipahami, ditaati, oleh warga masyarakat. Apabila ketentuan 
atau aturan tersebut hanya sebatas diketahui oleh masyarakat maka taraf 
kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan 
seterusnya. 
Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum 
menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan patuh dan taat 
terhadap aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran hukum 
mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan 
hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran 
hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum atau bersikap 
apatis teradap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu. 
2. Ketaatan Hukum 
Ketaatan hukum tidaklah lepas ari kesadaran hukum, dan 
kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran 
hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus 
                                               
24 Achmad Ali, Opcit, Hlm. 299. 
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disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan 
hukum.25 
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C 
Kelman (1996) yaitu:26 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. 
Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan 
pengawasan yang terus-menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization,yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya 
karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk 
dalam jenis identification dan internalization. Juga dapat terjadi seseorang 
menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis 
ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena 
aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus 
                                               
25 http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html 
terakhir diakses tgl. 13 januari 2015 
26 Achmad Ali, Opcit, Hlm. 38 
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dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan 
seseorang. 
 
C. Teori Efektivitas Hukum 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh mana aturan 
hukum itu ditaati atau tidak ditaati’. Tentu saja, jika suatu aturan hukum 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 
Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, 
tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 
efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, 
tergantung pada kepentingannya. 27 
Berbeda dengan pendapat C.G. Howard & R. S. Mumners, yang 
berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap 
hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum 
tertentu saja. Achmad Ali berpendapat, bahwa kajian kita tetap dapat 
dilakukan terhadap keduanya:28 
                                               
27 Achmad Ali, Opcit, hlm. 375 
28 Achmad Ali, Opcit, hlm. 376 
26 
 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-
faktor apa yang memengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 
faktor-faktor apa yang memengaruhinya. 
Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 
kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 
a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut 
c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
di dalam masyarakatnya. 
d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 
sweep legislation (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 
Oleh karena itu, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya 
faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu Perundang-undangan, 
adalah professional dan optimal pelaksaan peran, wewenang dan fungsi 
dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 
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dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan Perundang-
undangan tersebut.29 
 
D. Pelanggaran Hak 
Pelanggaran adalah segala perbuatan yang menyimpang dari 
aturan dan/atau hukum yang dapat merugikan orang lain atau dapat 
dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. 
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam KBBI, 
hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut 
sesuatu, derajat atau martabat.  
Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu 
benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. 
Benda tersebut dapat dijual, digadaikan, atau diperbuat apa saja asalkan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.30 
Macam-macam hak yaitu:31 
1. Hak Legal dan Hak Moral 
a. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam 
salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara 
tentang hukum atau sosial. Misalnya, mengeluarkan peraturan 
                                               
29 Achmad Ali, Opcit, hlm. 379 
30 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, 
cetakan VIII, hlm. 123. 
31 Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta, Shafa Media. 2014, hlm. 30 
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bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, 
maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. 
b. Hak Moral 
 Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis 
saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. 
Misalnya, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah 
kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal 
prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di 
perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan 
hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral 
para wanita yang bekerja di perusahaannya. 
2. Hak Positif dan Hak Negatif 
a. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak 
bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Misalnya, hak 
atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. 
b. Hak negatif adalah suatu hak bersifat negatif. Misalnya, jika 
saya bebas untuk melakukan sesuatu dalam arti orang lain 
tidak boleh menghindari saya utuk melakukan atau memiliki 
hal itu. Misalnya, hak atas kehidupan, hak mengemukakan 
pendapat. Hak negatif terbagi menjadi dua yaitu: hak aktif dan 
pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat seperti orang kehendaki. Misalnya, saya mempunyai 
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hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau 
mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa 
disebut dengan kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak 
untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. 
Misalnya, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri 
urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, 
bahwa nama baik saya tidak dicemarkan, hak-hak pasif ini 
bisa disebut Hak Keamanan. 
3. Hak Khusus dan Hak Umum 
 Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa 
manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu 
terhadap orang lain. Misalnya, jika kita meminjam Rp. 10.000 
dari orang lain dengan janji akan dikembalikan dalam dua hari, 
maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain. 
Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau 
fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. 
Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali, hak ini 
disebut Hak Asasi Manusia. 
4. Hak Individual dan Hak Sosial 
Hak individual di sini menyangkut pertama-tama adalah hak 
yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak 
boleh menghindari atau mengganggu individu dalam 
mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh: hak beragama, 
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hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, 
perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk hak-
hak negatif. 
Sedangkan hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap 
Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat 
bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut 
dengan hak sosial. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas 
pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini 
bersifat positif. 
 
E. Pejalan Kaki dan Pengendara Kendaraan 
Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan 
orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, 
lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Pejalan 
kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
Walaupun pada umumnya kita beranggapan bahwa pengemudi atau 
pengendara kendaraan adalah pengguna jalan yang utama di Indonesia, 
kelompok terbesar justru sebenarnya adalah pejalan kaki. 
Meningkatnya angka pejalan kaki beberapa tahun belakangan ini 
perlu segera mendapat perhatian. Kecelakaan pejalan kaki terutama 
karena masih minimnya fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar dan jembatan 
penyeberangan pejalan kaki. Berbagai alasan dapat dijadikan 
argumentasi terhadap minimnya fasilitas terhadap pejalan kaki. Namun 
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berbagai alasan tersebut tidak bisa memungkiri aturan-aturan tentang 
pejalan kaki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 Hak Pejalan Kaki (Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin): 
1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa 
trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain; 
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat 
menyeberang jalan di tempat penyeberangan; 
3. Dalam hal belum tersedia faslitas sebagaimana dimaksud di atas 
pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan 
memperhatikan dirinya. 
 Kewajiban Pejalan Kaki (Pasal 132 UU N0. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalin) 
1. Pejalan kaki wajib: 
a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan 
kaki atau jalan yang paling tepi; 
c. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan 
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, Pejalan kaki wajib 
memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas 
3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus 
yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. 
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 Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi 
atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan 
dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). 
Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan 
psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti 
cuaca, penerangan atau lampu jalan dan tata ruangan. Pengemudi adalah 
orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah 
memiliki Surat Izin Mengemudi. 
Kendaraan yaitu suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.  
Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan oleh 
pengemudi di jalan raya. Kendaraan ini mempunyai karakteristik yang 
berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan 
muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya bisa 
bermanuver dalam lalu lintas.32 
Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki.  
 
F. Jalan Raya dan Aturan Berlalu Lintas  
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud Jalan 
adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 
                                               
32 Ibid, Hlm. 15 
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pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 
kabel. 
Sedangkan menurut Rinto Raharjo, jalan adalah lintasan yang 
direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak 
bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk 
mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancer dan mampu 
mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat 
meredam angka kecelakaan lalu lintas.33 
Dalam Pasal (29) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 
Tentang Jalan yang dimaksud Jalan Kota adalah jalan umum pada 
jaringan jalan sekunder di dalam Kota. 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu 
Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman 
Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas 
pendukung. 
Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk 
berlalu lintas. Tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi 
pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka 
jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang tebal 
garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan penjang sekurang-
                                               
33 Ibid, hlm. 15 
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kurangnya 2500 mm, menjelang zebra cross masih ditambah lagi dengan 
larangan parker agar pejalan kaki yang akan menyeberang dapat terlihat 
oleh pengemudi kendaraan di jalan.34 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang 
letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, letaknya 
berada di atas kedua objek tersebut dan hanya diperuntukkan bagi 
pejalan kaki yang melintas (menyeberang) di jalan raya atau jalur kereta 
api. Jembatan Penyeberangan Orang juga dapat diartikan sebagai 
fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, 
menyeberang di jalan tol atau jalur kereta api dengan menggunakan 
jembatan tersebut, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan 
dipisah secara fisik dan kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat 
dikurangi.35 
Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan 
jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin 
keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.36  
Aturan Berlalu Lintas: 
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dikatakan tertib, 
lancar aman dan terpadu apabila dalam berlalu lintas berlangsung secara 
teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan serta bebas dari 
hambatan dan kemacetan jalan. Tanpa adanya etika berlalu lintas, maka 
                                               
34 http://id.wikipedia.org/wiki/Zebra_cross terakhir diakses tanggal 28 November 2014 
35 http://fariable.blogspot.com/2010/10/jembatan-penyeberangan-orang.html terakhir diakses 
tanggal 28 November 2014. 
36 http://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar terakhir diakses tanggal 28 November 2014 
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pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa mempedulikan 
keselamatan orang lain, lalu lintas di jalan akan berjalan semrawut, 
sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan parah. 
Ada beberapa peraturan sebagian tidak tertulis yang patut kita taati 
demi kenyamanan bersama. Berikut ini peraturan-peraturan yang perlu 
kita taati saat berkendara: 37 
1. patuhi rambu lalu lintas; 
Peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Rambu-
rambu lalu lintas yang terpasang disepanjang jalan adalah bentuk 
dari peraturan itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, jika peraturan 
yang berlaku di jalan dilanggar, bukan si pembuat peraturan yang 
rugi, melainkan pelanggarnya. Misalnya, jelas-jelas rambu lalu 
lintas berwarna merah, tapi kita nekat melanggarnya. Hasilnya? 
Tentu saja nyawa kitalah yang menjadi taruhannya. Jadi, pastikan 
kita menaati semua peraturan yang ada. 
2. lampu sign saat berbelok; 
Kita tentu sudah mengetahui bahwa saat berbelok dan berpindah 
jalur, kita diharuskan menyalakan lampu sign sesuai dengan arah 
yang kita inginkan. Hal ini dilakukan agar pengendara di belakang 
kita paham ke mana kita akan melaju. Selain itu, menyalakan 
lampu sign sangat penting karena dapat mencegah kecelakaan di 
jalan. Untuk lampu sorot, pastikan kita menyalakan lampu besar 
                                               
37 Rinto Raharjo, Op. Cit., Hlm. 41 
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dengan jarak dekat, bukan jauh, karena dapat mengganggu 
pandangan bagi pengendara dari arah berlawanan, ada baiknya 
kita bertindak sopan dengan mengganti lampu ke lampu kecil. Hal 
ini diperlukan untuk mencegah pengendara lain merasa silau saat 
mengendara dari arah berlawanan dan menunjukkan kesopanan 
serta kepedulian kita terhadap kenyamanan dalam berkendara. 
3. nyalakan lampu dim; 
Lampu dim hanya dinyalakan saat kita ingin mendahului 
pengendara di depan kita. Jangan nyalakan lampu dim dengan 
frekuensi berlebihan, karena akan memancing kemarahan dan 
mengganggu konsentrasi pengendara lain di depan kita. 
Sayangnya, yang sering terjadi adalah banyak pengendara yang 
seenaknya memainkan lampu dim di jalan hanya untuk 
memuaskan rasa kesalnya saat terjadi kemacetan. Memang, 
peraturan yang tidak tertulis, seringkali dilanggar seenaknya oleh 
pengendara. Jika semua etika, baik yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis dipatuhi maka semua pengendara akan merasakan 
kenyamanan dan selamat sampai tujuan. 
4. jaga jarak; 
Ingatlah untuk selalu menjaga jarak aman, yaitu sekitar 40-100 
meter pada saat kita berkendara dengan kecepatan 80-100 
km/jam. Sesuaikan pula kecepatan kendaraan kita dengan 
pengendara di depan. Jangan terpancing pengendara lain yang 
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berkendara kebut-kebutan. Lakukan pengereman dengan menjaga 
jarak aman dan hindari mengerem secara mendadak. Dengan 
begitu, selain menghindari tabrakan, kita juga bisa menghemat 
bahan bakar. 
5. klakson seperlunya; 
Ingatlah untuk selalu mengaktifkan klakson seperlunya. Jangan 
menyalakan klakson di tempat tertentu dengan rambu lalu lintas 
yang sudah jelas (dilarang mengaktifkan klakson). Klakson dipakai 
sebagai tanda peringatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 
Misalnya, seseorang menyeberang sembarangan atau sebuah 
mobil mengambil lajur kendaraan kita, maka saat itulah klakson 
bisa digunakan. 
6. berikan jalan; 
Berikan jalan terlebih dahulu bagi kendaraan-kendaraan dalam 
kondisi darurat, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil 
patrol. Walau terkadang mereka suka seenaknya, tapi bukan berarti 
kita boleh mengabaikannya. Tidak ada salahnya memberi jalan 
bagi mereka karena kita juga tidak rugi. 
7. pahami lajur jalan; 
Gunakan lajur kanan saat kita mendahului pengendara lain dan 
gunakan lajur kiri saat kita berkendara dengan kecepatan normal 
(batas kecepatan yang disarankan sekitar 60-80 km/jam). Tapi 
38 
 
perlu diingat, tetaplah pada lajur semula saat jalanan macet untuk 
menghindari kemacetan. 
Dalam Pasal 116 ayat (2) huruf F UU Lalin menyatakan bahwa 
pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan 
mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. 
Mengenai fasilitas pejalan kaki dalam Pasal 25 Ayat (!) UU Lalin yaitu: 
1. Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib 
dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:  
a) Rambu Lalu Lintas; 
b) Marka Jalan; 
c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d) Alat Penerangan Jalan; 
e) Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan; 
f) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan; 
g) Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; 
dan 
h) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang berada di Jalan dan di luar Badan Jalan. 
Kemudian dalam Pasal 26 UU Lalin diatur tentang penyediaan 
fasilitas pejalan kaki yaitu: 
1. Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh: 
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a. Pemerintah untuk jalan Nasional; 
b. Pemerintah Provinsi untuk Jalan Provinsi; 
c. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/Kota 
dan Jalan Desa; atau 
d. Badan usaha Jalan tol untuk Jalan tol. 
2. Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan. 
Namun dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut hanya menyebutkan 
penyediaan perlengkapan Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah, tidak 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kota Makassar 
dan dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang ada di Kota 
Makassar. 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar karena 
banyaknya kasus mengenai pelanggaran hak pejalan kaki yang terjadi di 
lokasi tersebut, khususnya di lima titik yaitu: 
1. Jl. Perintis Kemerdekaan 
2. Jl. A. P. Pettarani 
3. Jl. Jenderal Ahmad Yani 
4. Jl. Jenderal Sudirman 
5. Jl. Sultan Alauddin 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi dengan 




2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan (Library Research) berupa peraturan Perundang-
undangan, buku-buku, literature-literatur, laporan hasil 
penelitian, karya ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan sebuah karya ilmiah dibutuhkan saran untuk 
menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran 
karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang 
diharapkan maka penulis melakukan teknik  pengumpulan data melalui 
dua cara, yakni melalui penelitian pustaka (library research) dan penelitian 
lapangan (field research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, situs internet, 
surat kabar, atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti, serta data yang diperoleh dari 





2. Penelitian Lapangan (field research) 
 Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menempuh tiga cara, yaitu: 
a. Wawancara 
 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan 
responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini yaitu 
pihak Kepolisian Resort Kota Makassar dan Masyarakat yang 
berperan sebagai pengendara kendaraan baik itu kendaraan 
roda dua dan roda empat serta pejalan kaki. 
b. Kuisioner 
 Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 
tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan 
seakurat mungkin. Kuisioner tersebut dibagikan kepada 
responden di lima titik yang berbeda di Kota Makassar dengan 
pembagian sebagai berikut: 
1. Pejalan kaki sebanyak 25 orang, masing-masing 5 orang 
tiap titiknya. 
2. Pengendara Kendaraan Roda Dua sebanyak 15 orang, 
masing-masing 3 orang tiap titiknya. 
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3. Pengendara Kendaraan Roda Empat sebanyak 10 orang, 
masing-masing 2 orang tiap titiknya. 
 
D. Teknik Metode Sampling 
Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 
penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi yang 
berada di Kota Makassar. 
Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 
populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk 
dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya 
sedikit saja yang diwawancarai. Jadi, sampel diharapkan benar-benar 
mewakili ciri-ciri suatu populasi.  
Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan  
nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 
faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk 
menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. 
Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi 
dasar rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian 
kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Jumlah sampel 




a. Pengendara kendaraan roda dua 
b. Pengendara kendaraan roda empat 
c. Pejalan kaki 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 





PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia 
dengan wilayah seluas 199,26 km² dan penduduk hampir mencapai 1,4 
juta jiwa, kota ini berada diurutan kelima dalam hal jumlah penduduk 
setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.38 
Tingginya angka penduduk di Kota Makassar tentunya juga 
berdampak pada keadaan lalu lintas di Kota Makassar. Jumlah kendaraan 
bermotor semakin meningkat di tambah dengan kondisi jalan yang tidak 
mencukupi untuk menampung banyaknya pengguna jalan menyebabkan 
arus lalu lintas semakin padat sehingga kemacetan tak bisa terhindarkan. 
Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya aktivitas lalu lintas 
yang ditandai dengan menurunnya kecepatan perjalanan dari kecepatan 
yang seharusnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan 
oleh banyaknya jumlah lalu lintas kendaraan melebihi kapasitas jalan. 
Kemacetan merupakan salah satu faktor penyebab seorang pengendara 
melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah tabel jenis 
pelanggaran lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2012, 2013 dan 2014 
di Kota Makassar . 
 
 
                                               




Tentang Jenis Pelanggaran Lalin Tahun 2012-2014 
 
No. Jenis Pelanggaran Tahun 
2012 2013 2014 
1. Lajur Kiri - 74 4 
2. Safety Belt 75 119 59 
3. Helm Standar 1.346 1.150 900 
4. Light On - 57 48 
5. Spion/Sein 1342 898 405 
6. Suara Knalpot 584 448 279 
7. Rambu-rambu 3.024 1.880 1.388 
8. Balap Liar 329 7 97 
 Jumlah 6.682 4.633 3.180 
 Sumber: Polrestabes Makassar, 26 April 2015 
Dari data di atas didapatkan hasil bahwa jenis pelanggaran yang 
paling banyak dilakukan di Kota Makassar adalah pelanggaran terhadap 
rambu-rambu lalu lintas/marka jalan. Hal itu disebabkan karena 
banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak menaati rambu-
rambu lalu lintas/marka jalan yang ada. Selain itu, pelanggaran yang 
sering terjadi yaitu penggunaan helm standar, spion/sein, suara knalpot 
dll. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sering kali 
menimbulkan kecelakaan yang beakibat jatuhnya korban. Ada yang 
mengalami luka ringan, adapula yang mengalami luka berat bahkan ada 
yang sampai meninggal dunia. Berikut adalah tabel kecelakaan Lalin yang 






Tentang Korban Kecelakaan Lalin Tahun 2012-2014 
 
No. Uraian Tahun 
2012 2013 2014 
1. Luka ringan 991 945 717 
2. Luka berat 294 258 232 
3. Meninggal dunia 142 136 111 
Jumlah 1.427 1.339 1.060 
Sumber: Polrestabes Makassar, 26 April 2015 
Dari data di atas menunjukkan bahwa tingginya angka korban 
kecelakaan lalin yang terjadi di Kota Makassar. Sepanjang tahun 2012 
ada 1.427 korban kecelakaan lalu lintas. Meskipun terjadi penurunan pada 
tahun 2013 dan 2014 namun tetap saja angka tersebut masih terbilang 
tinggi dan kebanyakan penyebab kecelakaan lau lintas tersebut adalah 
pelangaran terhadap rambu-rambu/marka jalan.. 
Pelanggaran lalin terhadap rambu-rambu/marka jalan tidak serta 
merta hanya merugikan pengendara kendaraan tersebut namun juga 
dapat merugikan pengguna jalan yang lain misalnya pejalan kaki. Oleh 
karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Makassar 
dan pihak-pihak yang terkait mengenai hak para pejalan kaki. 
 
B. Perlindungan Hak Bagi Pejalan Kaki di Kota Makassar 
Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin Pasal 106 
menyatakan bahwa ‘’Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan 
pesepeda.’’ Aturan ini sudah sangat jelas mengatur mengenai 
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perlindungan hak pejalan kaki, namun masih banyak pengendara yang 
kurang peduli atau mengabaikannya. 
Selain itu dalam Pasal 131 Ayat (1, 2, dan 3) dan Pasal 132 Ayat 
(1,2, dan3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin diatur mengenai hak dan 
kewajiban pejalan kaki yaitu sebagai berikut: 
Hak pejalan kaki 
1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang 
berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat 
menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1). Pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang 
dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya 
Kewajiban pejalan kaki 
1. Pejalan kaki wajib: 
a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan 
kaki atau jalan yang paling tepi; atau 
b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. 
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, 




3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda 
khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. 
Perlindungan hak pejalan kaki sudah sangat jelas diatur dalam UU 
No. 22 Tahun 2009, namun yang sering kita saksikan yaitu perilaku para 
pengendara yang tidak menaati aturan ketika berada di jalan dan 
melanggar hak-hak pejalan kaki tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika 
berada di samping traffic light saat lampunya berwarna merah yang berarti 
para pengendara harus berhenti. Disaat kendaraan berhenti, saat itu pula 
para pejalan kaki baru memperoleh kesempatan untuk menyeberang 
dengan tenang menggunakan zebra cross. Namun hal yang sering kita 
temukan yaitu masih banyaknya pengendara baik itu roda dua maupun 
roda empat yang berada tepat di atas zebra cross saat para pejalan kaki 
hendak menyeberang jalan, tentu hal tersebut sangat mengganggu para 
pejalan kaki untuk menyeberang di jalan raya. 
Penulis telah melakukan penelitian selama kurang lebih satu bulan 
dengan membagikan kuesioner kepada responden dalam hal ini 
masyarakat pengguna jalan di Kota Makassar yaitu sebanyak 50 
responden yang terdiri atas 25 pejalan kaki 15 pengendara roda dua dan 
10 pengendara roda empat. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada 
pengendara adalah seberapa sering mereka melewati garis zebra cross 
yang ada di traffic light. Adapun jawaban yang diberikan oleh para 





Jawaban Responden (Pengendara Roda Dua) tentang Seberapa 
Sering Melewati Garis Zebra Cross yang ada di Traffic Light 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat sering 2 
2. Sering 7 
3. Jarang 3 
4. Tidak pernah 3 
 Jumlah 15 
Data primer: Makassar, 14 April 2015 
Berdasarkan data di atas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 
15 responden pengendara roda dua, 2 pengendara roda dua sangat 
sering melewati garis zebra cross yang ada di traffic light, 7 pengendara 
roda dua sering melewati garis zebra cross, 3 pengendara jarang melewati 
garis zebra cross, dan 3 pengendara tidak pernah melewati garis zebra 
cross yang ada pada traffic light. 
Berdasarkan hasil yang didapat dalam kuesioner tersebut, penulis 
beranggapan bahwa masih banyak pengendara roda dua yang tidak 
mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Pengendara roda dua yang ada di 
Kota Makassar terkesan tidak mempedulikan hak pengguna jalan lain 
yaitu para pejalan kaki. Kurangnya pengawasan dari petugas lalu lintas 
juga menjadi alasan para pengendara yang melanggar aturan tersebut. 
Selanjutnya jawaban dari responden pengendara roda empat 







Jawaban Responden (Pengendara Roda Empat) tentang Seberapa 
Sering Melewati Garis Zebra Cross yang ada di Traffict Light  
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat sering - 
2. Sering 5 
3. Jarang 3 
4. Tidak pernah 2 
 Jumlah 10 
 Data primer: Makassar 14 April 2015 
Dari data di atas, didapatkan hasil  bahwa dari 10 responden 
pengendara roda empat, 5 orang pengendara roda empat sering melewati 
garis zebra cross ketika berada di traffic light. 3 orang yang jarang 
melewati garis zebra cross pada traffic light dan 2 orang tidak pernah 
melewati garis zebra cross yang ada pada traffic light. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan pengendara roda 
empat di jalan sering melewati garis zebra cross yang ada di traffic light 
yang berarti bahwa kebanyakan pengendara roda empat tidak taat pada 
aturan lalu lintas yang ada. Selain itu, lemahnya tindakan dari aparat lalu 
lintas yang bertugas juga menjadi alasan para pengendara untuk 
melanggar rambu/marka jalan yang ada.  
Sehubungan dengan itu menurut AIPTU Syahrul39 (Kepala Urusan 
Administrasi dan Tata Usaha Bagian Lalu Lintas di Polrestabes Kota 
Makassar) bahwa salah satu hal yang menyebabkan masih banyaknya 
pengendara yang melewati garis zebra cross yang ada pada traffic light 
yaitu kurangnya kesadaran dari para pengendara untuk menghormati hak-
                                               
39 Wawancara Tanggal 27 April 2015 
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hak pengguna jalan yang lain dalam hal ini para pejalan kaki. Selain itu 
tingginya sikap egoisme pengendara ketika berada di jalan, mereka 
terkesan mementingkan diri sendiri sehingga mereka seenaknya 
melakukan pelanggaran. 
Selain itu, para pengendara juga sering melakukan tindakan yang 
mengganggu para pejalan kaki. Terbukti dengan jawaban dari para 
responden dalam hal ini yaitu pejalan kaki mengenai pernah tidaknya 
mengalami kejadian yang kurang menyenangkan pada saat menyeberang 
jalan dan jawabannya adalah: 
Tabel. 5 
Jawaban Responden (Pejalan Kaki) tentang Pernah Tidaknya 
Mengalami Kejadian yang Kurang Menyenangkan Pada Saat 
Menyeberang di Jalan  
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Ya 19 
2. Tidak 6 
Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
Dari data di atas didapatkan hasil bahwa dari 25 responden ada 19 
orang yang pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan pada 
saat menyeberang jalan dan ada 6 orang yang tidak pernah mengalami 
kejadian kurang menyenangkan pada saat menyeberang di jalan raya 
Kota Makassar. 
Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai kejadian 
kurang menyenangkan seperti apa yang pernah di alami ketika 







Jawaban Responden (Pejalan Kaki) tentang Kejadian Kurang 
Menyenangkan yang Dialami Pada Saat Menyeberang Jalan 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Diklakson 18 
2. Diteriaki 2 
3. Dimarahi pengendara 3 
4. Lainnya 2 
Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
Dari data di atas didapatkan hasil bahwa dari 25 responden pejalan 
kaki, sebanyak 18 orang pernah di klakson oleh pengendara pada saat 
menyeberang jalan, dua orang pernah diteriaki oleh pengendara, tiga 
orang pernah dimarahi oleh pengendara, dan dua orang menjawab 
lainnya. 
Data ini menunjukkan bahwa para pengendara lalu lintas di Kota 
Makassar masih kurang peduli dengan kepentingan pengguna jalan yang 
lain, tingginya sifat egoisme yang dimiliki oleh para pengendara di jalan 
raya menyebabkan pengguna jalan yang lain merasa kesal.  
Kemudian dilanjutkan lagi dengan pertanyaan kepada pengendara 
mengenai seberapa sering mengemudikan kendaraan di atas trotoar atau 
bahu jalan untuk menghindari kemacetan, dan jawaban yang diperoleh 








Jawaban Responden (Pengendara Roda Dua) tentang 
Seberapa Sering Mengemudikan Kendaraan di Atas Trotoar/Bahu 
Jalan 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat sering 4 
2. Sering 6 
3. Jarang 2 
4. Tidak pernah 3 
Jumlah 15 
Data primer: 14 April 2015 
Dari data di atas didapatkan hasil bahwa dari 15 responden 
pengendara roda dua, 4 diantaranya mengaku sangat sering 
mengemudikan kendaraannya di atas trotoar atau bahu jalan demi 
menghindari kemacetan, 6 orang sering mengemudikan kendaraannya di 
atas trotoar atau bahu jalan, 2 orang jarang mengemudikan kendaraannya 
di atas trotoar atau bahu jalan dan 3 orang lainnya tidak pernah 
mengemudikan kendaraannya di atas trotoar atau bahu jalan untuk 
menghindari kemacetan. 
Data tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan pengendara roda 
dua pernah atau sering mengemudikan kendaraan mereka di atas trotoar 
atau bahu jalan untuk menghindari kemacetan. Hal ini sangat 
memprihatinkan dan justru menjadi hal yang seakan sudah di lumrahkan. 
Para pengendara mengambil jalan pintas dengan menggunakan trotoar 
hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang tidak cukup untuk 
menampung semua jenis kendaraan selain itu struktur trotoar yang mudah 
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dijangkau oleh pengendara roda dua juga menjadi sebab pelanggaran 
tersebut terjadi. Situasi seperti ini banyak dijumpai pada pagi hari ataupun 
pada saat jam pulang kantor dibeberapa ruas jalan Nasional yang ada di 
Kota Makassar, contohnya yaitu pada jalan Perintis Kemerdekaan. 
 
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pejalan Kaki 
di Kota Makassar 
Seiring berkembangnya kota besar seperti Kota Makassar tentunya 
mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, sehingga mobilitas 
jalan raya yang sangat tinggi juga terjadi. Untuk itu diperlukan 
pembangunan fasilitas-fasilitas umum sangat diperlukan untuk menunjang 
perkembangan kota dan menyeimbangkan dengan kebutuhan masyarakat 
pada umumnya. 
Untuk itu penulis telah mengumpulkan informasi mengenai kondisi 
fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Makassar 
khususnya fasilitas pejalan kaki. 
Berikut adalah data kuesioner yang didapatkan penulis dari 
responden pejalan kaki mengenai kondisi fasilitas pejalan kaki. 
Tabel. 8 
Jawaban Responden Pejalan Kaki Mengenai Kondisi Fasilitas  
Jembatan Penyeberangan di Kota Makassar 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat baik - 
2. Baik 4 
3. Kurang baik 19 
4. Tidak baik 2 
Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
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Dari data di atas didapatkan hasil bahwa dari 25 responden pejalan 
kaki 4 diantaranya menjawab bahwa kondisi jembatan penyeberangan 
baik, 19 orang menjawab kurang baik, dan 2 orang menjawab bahwa 
kondisi jembatan penyeberangan yang di Kota Makassar tidak baik. 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa kondisi jembatan 
penyeberangan masih kurang baik. Selanjutnya data mengenai kondisi 
zebra cross yang ada di Kota Makassar. 
Tabel. 9 
Jawaban Responden Pejalan Kaki Mengenai Kondisi Zebra Cross  
di Kota Makassar 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat baik - 
2. Baik 16 
3. Kurang baik 9 
4. Tidak baik - 
Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
Dari data di atas didapatkan hasil bahwa 16 orang menjawab 
kondisi zebra cross baik dan 9 orang menjawab kondisi zebra cross di 
Kota Makassar kurang baik.  
Penulis beranggapan bahwa fasilitas pejalan kaki yang ada di Kota 
Makassar umumnya tidak mendapat cukup perhatian oleh pemerintah 
daerah, selain itu juga tidak didukung dengan standar desain yang baik 
sehingga tidak bisa digunakan oleh penderita cacat. Keadaan ini 
diperparah lagi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan 
sebagian trotoar juga digunakan untuk kendaraan parkir. Permasalahan 
lain yang terkait dengan pejalan kaki adalah kurangnya fasilitas 
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penyeberangan yang dikendalikan di pusat kota, ataupun ketidakpatuhan 
pengendara kendaraan bermotor untuk memberikan prioritas terhadap 
pejalan kaki. 
Selanjutnya data mengenai tingkat keamanan pejalan kaki ketika 
menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan dan zebra cross 
Tabel. 10 
Jawaban Responden Pejalan Kaki Mengenai Tingkat Keamanan 
Menggunakan Jembatan Penyeberangan 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Sangat aman 5 
2. Aman 17 
3. Kurang aman 2 
4. Tidak aman 1 
 Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
 Dari data di atas didapatkan hasil bahwa dari 15 responden 
pejalan kaki 5 diantaranya memilih jawaban sangat aman, 7 memilih 
jawaban aman, 2 memilih kurang aman, dan 1 orang menjawab tidak 
aman. 
Tabel. 11 
Jawaban Responden Pejalan Kaki Mengenai Tingkat Keamanan 
Menggunakan Zebra Cross 
 
No. Jawaban  jumlah 
1. Sangat aman - 
2. Aman 3 
3. Kurang aman 15 
4. Tidak aman 7 
 Jumlah 25 
Data primer: 15 April 2015 
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Dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari 25 responden, tidak 
ada yang memilih jawaban sangat aman, 3 diantaranya memilih jawaban 
aman, 15 memilih kurang aman, 7 yang menjawab tidak aman. 
Penulis beranggapan bahwa tingkat keamanan para pejalan kaki 
pada saat menggunakan jembatan penyeberangan sudah cukup aman, 
meskipun masih ada pejalan kaki yang menilai fasilitas ini kurang aman. 
Hal ini disebabkan karena fasilitas ini membahayakan bagi pejalan kaki 
yang berusia kanak-kanak atau yang berusia lanjut apabila hendak 
memakai fasilitas ini tanpa pengawasan. Selain itu pejalan kaki juga masih 
merasa belum aman ketika menggunakan zebra cross disebabkan karena  
tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pejalan kaki pada saat 
menyeberang jalan, hal itu dikarenakan pejalan kaki berhubungan 
langsung dengan pengendara kendaraan di jalan raya. 
Selain itu menurut Murni40 (35 tahun, profesi sebagai ibu rumah 
tangga) bahwa tingkat keamanan pada saat menggunakan jembatan 
penyeberangan sudah sangat aman apabila digunakan pada siang hari 
karena memudahkan para pejalan kaki untuk menyeberang pada saat 
kondisi lalu lintas sangat ramai namun berbeda apabila jembatan 
penyeberangan akan digunakan pada malam hari. Selain karena 
kurangnya lampu penerangan para pejalan kaki khususnya perempuan 
merasa kurang aman ketika akan melintasi jembatan penyeberangan 
tersebut di karenakan tidak adanya penjagaan khusus dari petugas 
                                               
40 Wawancara tanggal 15 April 2015 
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membuat para pejalan kaki khususnya perempuan merasa was-was 
sehingga enggan dan takut untuk menggunakan fasilitas ini pada malam 
hari. Selain itu, dari segi kenyamanan menurut Murni sebenarnya fasilitas 
jembatan penyeberangan masih jauh dari kata nyaman, hal itu 
dikarenakan ketika ingin menggunakan fasilitas tersebut para pejalan kaki 
harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menaiki anak tangga satu demi 
satu, belum lagi ketika pejalan kaki tersebut telah berusia lanjut atau 
masih kanak-kanak tentu mereka akan merasa kelelahan.  
Dari hasil kuesioner dan wawancara tersebut penulis beranggapan 
bahwa fasilitas umum khususnya fasilitas pejalan kaki di Kota Makassar 
belum cukup aman digunakan oleh para pejalan kaki terutama pada 
malam hari selain itu pejalan kaki juga belum merasa nyaman ketika 
menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini dikarenakan para pejalan kaki 
harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk sekedar menggunakan fasilitas 
tersebut sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah mengenai 
hal tersebut. 
Berikut adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis 
untuk menentukan pemenuhan hak pejalan kaki; 
a. Faktor Struktural/fasilitas pejalan kaki 
Fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:41 




1) Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat 
mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar. 
2) Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang 
menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain. 
3) Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain 
harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu 
pengatur ataupun dengan marka penyeberangan, atau tempat 
penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang 
memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), 
marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (pelican cross), 
jembatan penyeberangan dan terowongan. 
4) Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di 
perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan 
kaki memenuhi syarat atau ketentuan untuk pembuatan fasilitas 
tersebut. 
5) Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari 
jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki 
lebih terjamin. 
6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, 
sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi 
pejalan kaki tuna daksa. 
7) Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar, atau 
memotong jalur lalu lintas yang ada. 
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8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga 
apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan 
air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon 
peneduh. 
9) Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus 
dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi 
dari permukaan jalan. 
b. Faktor penegakan hukum 
Penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam 
pemenuhan hak-hak pejalan kaki. Hal ini dikarenakan masyarakat 
Kota Makassar sebagian besar taat pada aturan hanya karena takut 
akan sanksi. Terbukti dengan data kuesioner yang diperoleh dari 
responden pengendara kendaraan sebagai berikut: 
Tabel. 12 
Jawaban Responden Pengendara Kendaraan Mengenai Alasan Taat 
Terhadap Aturan 
 
No. Jawaban Jumlah 
1. Takut kena sanksi 12 
2. Takut hubungan baik dengan 
seseorang menjadi rusak 
3 
3. Aturan tersebut sesuai dengan nilai 
intrinsik atau sesuai dengan prinsip 
6 
4. Lainnya 4 
 Jumlah 25 
 Data primer: 14 April 2015 
Dari data di atas di peroleh hasil bahwa dari 25 responden 12 
yang memilih taat terhadap aturan karena takut kena sanksi, 3 orang 
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memilih takut hubungan baik dengan seseorang menjadi rusak, 6 
orang memilih aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsik atau sesuai 
dengan prinsip, dan 4 orang memilih lainnya. 
Dari data tersebut penulis beranggapan bahwa adanya sanksi 
terhadap suatu aturan memegang peranan yang sangat penting. 
Karena tanpa adanya sanksi, suatu aturan tidak bernilai apa-apa. 
Penegakan hukum yang lebih tegas juga sangat diperlukan demi 
menciptakan masyarakat yang taat hukum. Selain itu, pengawasan 
juga diperlukan untuk memastikan suatu aturan apakah berjalan 
sebagaimana mestinya atau malah diabaikan. 
c. Faktor manusia  
Manusia sebagai mahluk sosial sangat menentukan tingkat 
keberhasilan atau pencapaian suatu sistem. Manusia pulalah yang 
menentukan ketaatan-ketaatan terhadap suatu aturan.  
Sesuai dengan pendapat H. C Kelman (1996) yaitu: 
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:42 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. 
Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan 
pengawasan yang terus-menerus. 
                                               
42 Ahmad Ali, Opcit, Hlm. 38 
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2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization,yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya 
karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk 
dalam jenis identification dan internalization. Juga dapat terjadi seseorang 
menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis 
ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena 
aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus 
dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan 
seseorang. 
Ketaatan pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan 
sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak pejalan kaki, karena dengan 
ketaatan tersebut akan tercipta suatu keseimbangan dalam berlalu lintas. 
Baik itu pengendara kendaraan, pejalan kaki maupun pengguna jalan lain 
akan memperoleh hak-hak mereka dan merasa nyaman ketika berada di 
ruang lalu lintas jalan apabila taat terhadap aturan-aturan yang berlaku 




D. Dampak Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Oleh Pengendara 
Kendaraan di Jalan Raya Kota Makassar 
Pelanggaran hak pejalan kaki oleh pengendara kendaraan di jalan 
raya Kota Makassar perlu mendapat perhatian serius. Kurangnya petugas 
lalu lintas yang berjaga di tiap perempatan jalan menjadi alasan para 
pengendara untuk tidak menaati marka jalan khususnya zebra cross. 
Menurut Ari43 (25 tahun, profesi sebagai karyawan swasta) ‘’taat tidaknya 
seseorang dengan aturan lalu lintas tergantung dari ada tidaknya petugas 
yang berjaga di lokasi tersebut, jadi kalau tidak ada petugas yang berjaga 
semua tergantung dari pengendara.’’ Hal ini menunjukkan bahwa aturan 
lalu lintas di Kota Makassar sudah cukup baik hanya saja kesadaran 
manusia sebagai pengguna jalan masih sangat kurang, mereka hanya 
mementingkan diri mereka sendiri tanpa mempedulikan kepentingan dan 
keselamatan pengguna jalan yang lain.  
 Dampak pelanggaran hak pejalan kaki di Kota Makassar yang 
pertama yaitu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan baik itu 
menimbulkan korban luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Dari 
data kepolisian pada tahun 2014 jumlah korban meninggal dunia akibat 
kecelakaan lalu lintas mencapai 111 orang, luka berat 232 orang, luka 
ringan sebanyak 717 orang dan jumlah keselurahan korban kecelakaan 
lalu lintas sepanjang tahun 2014 yaitu mencapai 1.060 orang. Yang kedua 
yaitu merusak fasilitas-fasilitas lalu lintas yang diperuntukkan bagi pejalan 
                                               
43 Wawancara tanggal 14 April 2015 
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kaki karena tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti fasilitas 
trotoar jalan yang digunakan oleh kendaraan roda dua sebagai jalan 
alternatif ketika terjadi kemacetan. Tindakan seperti inilah yang lambat 
laun akan menurunkan kualitas bahkan merusak fasilitas trotoar tersebut. 
Hal inilah yang menurunkan minat mayarakat untuk melakukan aktivitas 
berjalan kaki, yang artinya jumlah pejalan kaki semakin berkurang. 
Padahal sangat banyak keuntungan yang diperoleh apabila menciptakan 
sebuah lingkungan yang mengutamakan pejalan kaki, seperti 
pengurangan polusi udara, pengurangan kebisingan, dan masih banyak 
lagi peningkatan kualitas hidup. Dan dampak yang ketiga yaitu, 
menciptakan keadaan kota yang semrawut, keadaan kota yang jauh dari 
rasa nyaman dan aman. Keadaan kota menjadi tidak teratur dan 
menyebabkan fasilitas-fasilitas pejalan kaki menjadi rusak karena tidak 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Misalnya trotoar yang seharusnya 
digunakan untuk para pejalan kaki, malah digunakan sebagai lahan parkir 













1.  Perlindungan hak bagi pejalan kaki yang diatur dalam Pasal 106 
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
belum efektif. Hal ini disebabkan karena tingginya sikap egoisme 
dari para pengguna jalan dan penegakan hukum yang belum 
maksimal. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pejalan kaki ada 
3 yaitu faktor struktur/fasilitas, faktor penegakan hukum, dan faktor 
manusia. 
3. Dampak dari pelanggaran hak pejalan kaki di Kota Makassar, yang 
pertama yaitu menjadi salahsatu penyebab terjadinya kecelakaan 
lalu lintas, yang kedua mendorong masyarakat Kota Makassar 
untuk segera memiliki kendaraan pribadi, yang artinya jumlah 
pejalan kaki semakin berkurang, padahal sangat banyak 
keuntungan yang diperoleh apabila menciptakan sebuah 
lingkungan yang mengutamakan pejalan kaki, seperti pengurangan 
polusi udara, pengurangan kebisingan, dan masih banyak lagi 
peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga yaitu, menciptakan 
keadaan kota yang semrawut, keadaan kota yang jauh dari rasa 
nyaman dan aman. Keadaan kota menjadi tidak terkendali dan 
67 
 
menyebabkan fasilitas-fasilitas pejalan kaki menjadi rusak karena 
tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
B. SARAN 
1. Diperlukan penanaman moral yang baik terhadap masyarakat 
pengguna jalan agar dapat menghormati hak-hak pengguna jalan 
yang lain. Selain itu, tindakan tegas dari aparat kepolisian dalam 
menjalankan tugasnya juga sangat diperlukan agar membuat jera 
para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dan 
merugikan pengguna jalan yang lain khususnya para pejalan kaki. 
2. Pemerintah Kota Makassar harus lebih memperhatikan fasilitas-
fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar, zebra cross, dan jembatan 
penyeberangan orang. Bukan hanya pengadaan fasilitas tersebut 
tapi juga memperhatikan tingkat kenyamanan dan keamanan 
penggunanya. Selain itu, diperlukan pengawasan dari pihak-pihak 
yang berwenang agar aturan mengenai fasilitas-fasilitas pejalan 
kaki tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal. 
3. Sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat Kota Makassar untuk 
menciptakan keadaan kota yang nyaman dan aman untuk 
menghindari segala dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 
pelanggaran-pelanggaran lalin. Karena adanya aturan dan tindakan 
dari pihak yang berwenang untuk mengatur lalin dinilai belum cukup 
untuk menciptakan keadaan kota yang nyaman dan aman. 
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Masyarakat harus bekerjasama dengan pihak pemerintah demi 
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